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BAB V 

PENUTUP 

1.1. Kesimpulan 

Setelah melakukan penelitian yang di gambarkan dalam dalam 

pembahasan tentang implementasi pengawasan pemutakhiran daftar 

pemilih,untuk menjaga hak pilih warga Negara tetap tersalurkan pada pemilihan 

umum tahun 2019. Prinsip yang di pegang oleh penyelengara pemilihan umum 

adalah  memegang teguh asas demokrasi untuk menciptakan pemilihan umum 

yang adil bebas dan rahasia. 

1. Implementasi pengawasan mengunakan teori implementasi kebijakan 

mengenai implementasi  pengawasan padatahappemutakhiran daftar 

pemilih (DPT) pada pemilihan umum tahun2019 belum berjalan maksimal 

dilihat dari masyarakat yang masi acuh tak acuh dalam mendaftarkan 

dirinya dalam daftar pemilih, dan tenaga pengawas dalam mengawasi tim 

pemutakhiran daftar pemilih yang tidak sebanding. 

2. Faktor Penghambat yang mempengaruhi kinerja bawaslu kota mataram 

bersama jajarannya dari panwascan dan panwaslu pada pemilihan umum 

tahun 2019, khususnya pada tahapan pemutakhitan daftar pemilih tetap 

(DPT). Kurangnya tenaga Pengawas dalam hal mengawasi tim 

pemutakhiran data pemilih (PPDP). 
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3. Faktor Pendukung yang mempengaruhi kinerja bawaslu kota mataram 

pada pemilu tahun 2019 khususnya pada tahapan pemutakhiran data dan 

daftar pemilih tetap (DPT) adalah dukungan dari stake holder seperti, 

instansi terkait dinas kependududkan dan catatan sipil kota mataram dan 

pemerintah kota mataram (kecamatan, kelurahan, kepala lingkungan) 

4. Upaya yang dilakukan bawaslu kota mataram tahun 2019 kususnya pada 

tahapan pemutakhiran daftar pemilih tetap (DPT) antara lain melakukan 

BIMTEK kepada seluruh anggota panwas, membuat MoU dengan instansi 

kepolisian dan kejaksaan untuk melakukan tindakan ketika terdapat 

pelangaran pemilu, serat kerja sama antara dinas kependudukan dan 

catatan sipil dan KPU kota mataram dalam hal pemutakhitan data pemilih. 

1.2.Saran 

Adapun saran atau rekomendasi yang dapat peneliti berikan antara lain 

sebagai berikut : 

1. KepadaLembaga Legislatif (DPR) selaku lembaga yang berwenang untuk 

merancang undang-undang agar di lihat kembali tenaga pengawas yang 

tidak sebanding dengan tenagan petugas pemutakhiran daftar pemilih 

PPDP. Agar pengawasan pemutakhiran daftar pemilih berjalan efektif dan 

erisien. 

2. Badan Pengawas pemilu (Bawaslu) Kota Mataram harus meningkatkan 

koordinasi dengan KPU dan DISDUKCAPIL untuk mendapatkan data 

jumlah penduduk, jumlah penduduk wajib KTP, jumlah penduduk berusia 



 

109 
 

17 tahun, jumlah penduduk yang sudah rekam E-KTP, jumlah E-KTP 

yang dicetak yang dilakukan secara berkala; 

3. Harus dapat memastikan secara valid tindaklanjut rekomendasi dengan 

melakukan pengecekan berdasarkan Sidalih yang akuntabel, KPU 

memberikan akses informasi data pemilih secara utuh agar proses 

pengawasan oleh Bawaslu Kota Mataram dapat berjalan secara maksimal;  

4. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Mataram lebih mendorong 

partisipasi peserta pemilu dan peran masyarakat secara aktif dalam 

pengawasan penyusunan Daftar Pemilih. 
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